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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39/PMK.03/2010
TENTANG

BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATASKEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Mengingat

a. bahwa dalam rangka lebih melindungi masyarakat yang

1.

berpenghasilan rendah dari pengenaan Pgak Pertambahan
Nilai atas kegiatan membangun sendiri perlu mengatur
kembali batasan kegiatan membangun sendiri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16C
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nila Barang dan Jasa dan Pgak Penjualan
atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pgak Pertambahan Nilal
atas Kegiatan Membangun Sendiri;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpgakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
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Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Paak

Pertambahan Nila Barang dan Jasa dan Pgak Penjualan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  MENTERI KEUANGAN  TENTANG
BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN
SENDIRI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Dasar Pengenaan Pgjak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilal Impor,
Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagal dasar untuk menghitung
pa ak yang terutang.

2. Surat Setoran Pgjak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Menteri Keuangan.

Pasal 2

(1) Kegiatan membangun sendiri terutang Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Pgak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang
bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun

sendiri.

(3) Kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha
atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasiinya digunakan
sendiri atau digunakan pihak lain.
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